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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun  2004 Tentang Pemerintah 

Daerah di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah memiliki harapan bahwa peningkatan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan demokrasi dan tercapainya 

efektivitas keuangan pada unsur-unsur pemerintahan. Salah satu hal penting dalam                   

Otonomi daerah adalah keuangan daerah. Masalah ini dikarenakan peran keuangan                

daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus                 

sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya otonomi daerah yang 

mengatur mengenai perimbangan keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.32 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  

daerah. Pemerintah Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur penerimaan dan                         

pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, setiap daerah                             

diberikan kewajiban dan kewenanganuntuk merencanakan dan mengatur sendiri                       

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun  2005 Tentang Pengelolaan                  

Keuangan Daerah salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah                         

pengelolaan keuangan daerah yang harus bertumpu pada kepentingan umumya itu tidak 

hanya dilihat dari besarnya porsi anggaran untuk kepentingan umum, tetapi sejauhmana 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan keuangan daerah.
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 Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah  No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 adalah : 

1. Menurut peraturan, dana daerah dikelola dengan tertib, memastikan kepatuhan, 

efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta memastikan manfaat bagi 

masyarakat. 

2. Diamanatkan oleh peraturan daerah setiap tahun bahwa APBD digunakan untuk 

menangani keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi. 

Peraturan pemerintah tersebut di atas juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Palembang No. 2 Tahun  2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan menguntungkan 

merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Menurut Yani (2013), pengelolaan keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan. 

 Penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah tentunya akan selalu                

terdapat sistem manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi. Sehingga dalam proses penyusunannya diperlukan data dan informasi yang 

terperinci untuk dijadikan sebagai bahan acuan, dikarenakan data dan informasi tersebut 

akan mempengaruhi keakuratan dalam proses perencanaan anggaran. Dalam proses                   

perencanaan anggaran setiap instansi pemerintah diawali dengan menyusun dan                    

menetapkan rencana kerja anggaran dan program-program yang akan dilaksanakan dalam 

setahun. Dalam penetapan rencana kerja harus disertai dengan menetapkan tujuan, yang 

mana tujuan ini akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau dasar evaluasi              

akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan. Pada proses perencanaan baik dalam                  

perencanaan kerja anggaran dan program membutuhkan manajemen yang mumpuni agar 

dalam perencanan dapat menghasilkanprogram dan kegiatan sesuai dengan pelayanan yang 



3 
 

 
 

dibutuhkan oleh instansi tersebut. Selain dari sisi manajemen, sarana dan prasarana juga 

merupakan hal penting dalam proses perencanaan yang mana dengan sarana dan prasarana 

yang baik dapat juga mendukung kelancaranan kinerja manajeman. 

Dinas Sosial Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di 

bidang sosial yang berlandaskan Peraturaturan Walikota Palembang No.51 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Sosial 

Kota Palembang. Pada tahun 2020 terdapat sepuluh program yang yang dilaksanakan oleh 

Dinas Sosial Kota Palembang yaitu :  

1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

3. Program peningkatan disiplin aparatur. 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

5. Program peningkatan sistelpelporan capaian kinerja dan keuangan. 

6. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan orang 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

7. Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial 

8. Program pembinaan anak terlantar 

9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 

10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

Dalam mendukung terlaksananya program sudah pasti memerlukan sarana dan   

prasarana seperti logistik, peralatan,guna mendukung program yang optimal. Dalam 

pengadaan sarana dan prasarana di instansi pemerintah bersifat kompleks, karena berkaitan 

dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa. Hal 

tersebut didukung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun  2018 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan pasal 1 bahwa pengadaan barang 
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jasa ialah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja                 

perangkat daerah/institusi dengan proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai           

diselesaikannya seluruh kegiatan. Dengan demikian, diharapkan agar penggunaan baik 

APBN dan APBD agar dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien,                   

prioritas penerapan prinsip kompetisi bisnis yang sehat, transparansi dan adil dalam                 

menganggarkan pengadaan barang dan jasa.  

Penelitian terkait dengan sarana dan prasarana sudah banyak diteliti, namun                

sebagian besar menggunakan fokus peneletian mengenai, pengaruh, evaluasi, efektivitas 

dan pengukuran kinerja. Penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan 

pada fokus dan lokus penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rismawati and 

Rafiie mengenai Analisis Sarana dan Prasarana dalam Efektivitas Kerja Pegawai Pada    

kantor Kecamatan Johan Pahlawan yang berada di kabupaten Aceh Barat. Dari                             

penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. 

Perbedaan penelitian ini terkait dengan fokus penelitian mengenai aspek pengelolaan              

anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan suatu kegiatan yang diawali perencanaan,                

pelaksanaan, pengawasan dan pencatatan anggaran sehingga anggaran tersebut digunakan 

sesuai dengan sasaran dan lokus penelitian ini berada di Dinas Sosial Kota Palembang.  
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Adapun data terkait anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

di Dinas Sosial Kota Palembang yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020 

Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020 

No. 
Program Pelayanan 
Dinas Sosial Kota                  

Palembang 

Anggaran pada             
Tahun 2020 

Realisasi         
Anggaran pada 

Tahun 2020 

Persentase 
Realisasi    

Anggaran 
(%) 

1. Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana  
Aparatur 

924.179.785,00 776.332.142,00 84,00 % 

Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Kota  
      Palembang Tahun 2020 
 

Berdasarkan tabel 1.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 924.179.785,00 realisasi 

Rp 776.332.142 dengan tingkat penyerapan 84.00%. Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur termasuk ke dalam tingkat realisasi anggaran yang rendah. Hal                 

tersebut dipengaruhi adanya kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum optimal, yang 

mana akan dijelaskan pada table 1.2 di bawah ini. Berikut rincian anggaran dari pergiatan 

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagai berikut : 

Tabel 1. 2 Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan Sarana dan                   

Prasarana Aparatur Tahun 2020 

Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan                                                         
Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 

No. Program  Kegiatan 
Anggaran    

pada Tahun 
2020 

Realisasi             
Anggaran pada 

Tahun 2020 

Persentase 
Realisasi 

Anggaran 
(%) 

1. 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur  

Pembangunan 
gedung kantor 147.750.000.00 0.00 0,00% 

Pemeliharaan  
rutin/berkala  
gedung kantor 

10.000.000.00 9.09.080.00 99,09% 

Pemeliharaan  
rutin/berkala 766.429.785.00 766.423.062.00 100,00% 
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Laporan Anggaran Perkegiatan Program Peningkatan                                                         
Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2020 

No. Program  Kegiatan 
Anggaran    

pada Tahun 
2020 

Realisasi             
Anggaran pada 

Tahun 2020 

Persentase 
Realisasi 

Anggaran 
(%) 

kendaraan  
dinas/ 
operasional 

Total 924.179.785.00 776.332.142.00 84,00% 
Sumber : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Kota  
 Palembang Tahun 2020 
 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa laporan anggaran perkegiatan program                     

peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020 dengan total anggaran sebesar                  

Rp 924.179.785.00  dengan realisasi anggaran Rp 776.332.142.00 dan persentase 84,00%.  

Dari tabel di atas yang pempengaruhi rendahnya tingkat persentase program peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur, dikarenakan pada kegiatan pembangunan gedung kantor 

tidak terrealisasikan dengan anggaran  Rp 147.750.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 

dan persentase 0,00%.  

 Berdasarkan latar belakang di atas memotivasi penulis untuk dapat meneliti lebih 

dalam mengenai Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana          

Aparatur di  Dinas Sosial Kota Palembang yang belum optimal. Oleh karena itu, penulis 

akan meneliti lebih lanjut dengan judul “Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di 

Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan    

untuk digunakan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang 

dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu        

Administrasi Publik dan sebagai bahan referensi yang dapat mendukung bagi      

peneliti maupun pihak lain yangtertarik dalam bidang penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini harapkan dapat dijadikan sebagai masukan     

dalam upaya meningkatkan Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur di Dinas Sosial Kota Palembang. 
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